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ABSTRAK 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu upaya strategis dari Direktorat 

Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui 

gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak 

di tahun 2019. Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu daerah prioritas penanganan 

kawasan kumuh di Kota Semarang. Namun, penelitian terdahulu tentang program KOTAKU 

menunjukkan target KOTAKU belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang 

Utara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari George C. Edward III. Ada lima 

faktor yang di analisis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan 

dukungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan 

responden 83 orang pelaksana program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Analisis data 

menggunakan software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi 

berpengaruh negatif terhadap implementasi, sebesar 0.089. Sumber daya berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap implementasi, sebesar 0.498. Disposisi berpengaruh positif terhadap 

implementasi, sebesar 0.104. Struktur birokrasi berpengaruh negatif terhadap implementasi, 

sebesar 0.067. Dukungan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

implementasi, sebesar 0.108. Secara simultan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur 

birokrasi, dan dukungan masyarakat berpengaruh terhadap implementasi sebesar 0,702 atau 

70,2%, sisanya (100%-72,5% =29,8%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Saran 

yang diberikan peneliti adalah memastikan konsistensi dan keseragaman informasi, 

menambahkan alokasi dana untuk mengatasi permasalahan kumuh yang belum tuntas, 

meningkatkan kepercayaan publik untuk memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat, 

serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah, 

BKM/KSM, dan masyarakat.  

 

Kata Kunci: Komunikasi; Sumber daya; Disposisi; Struktur birokrasi; Dukungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia mengalami pertumbuhan 

urbanisasi yang pesat, dengan proyeksi 

Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan 

56,7% penduduk tinggal di wilayah 

perkotaan dan diperkirakan meningkat 

menjadi 66,6% pada tahun 2035. Bank 

Dunia memperkirakan pada tahun 2045, 

sekitar 70% penduduk Indonesia akan 

tinggal di perkotaan, dengan pertumbuhan 

urbanisasi sebesar tiga persen setiap 

tahunnya (Safitri & Pradipta, 2023). Kota 

Semarang menjadi salah satu tujuan 

urbanisasi karena posisinya yang strategis 

sebagai pusat lalu lintas antar daerah di 

Pulau Jawa dan statusnya sebagai Ibu Kota 

Jawa Tengah (Ahyar, 2020). 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di 

Kota Semarang mengakibatkan munculnya 

permukiman kumuh yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti kemampuan 

ekonomi yang rendah, bencana rob dan 

banjir, peningkatan jumlah warga di titik 

tertentu, permasalahan drainase, dan tata 

kota (Ahyar, 2020). Kondisi ini diperparah 

dengan banyaknya rumah yang tidak 

memiliki sanitasi memadai dan kurangnya 

kedisiplinan dalam hal kebersihan 

(Kompas.Com, 2019). Sari & Ridlo (2022) 

menegaskan bahwa pertumbuhan 

penduduk menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi perkembangan permukiman 

kumuh di perkotaan. 

Untuk mengatasi masalah permukiman 

kumuh, pemerintah menginisiasi Program 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang 

dilaksanakan di 217 Kabupaten/Kota 

(Website Direktorat Pengembangan 

Kawasan Permukiman). Di Kota Semarang, 

program ini awalnya berpedoman pada SK 

Walikota Semarang No. 050/801/2014 

yang mencatat 415,83 Ha kawasan kumuh 

tersebar di 15 Kecamatan (Sitorus dalam 

Sahara et al., 2023). Meskipun target 

pengentasan kawasan kumuh seharusnya 

selesai pada tahun 2019, data terbaru 

menunjukkan masih terdapat 178,11 hektar 

kawasan permukiman kumuh di Kota 

Semarang pada tahun 2024 (Kompas.com, 

2024).  

Seperti yang sudah disampaikan 

sebelumnya, belum semua daerah di Kota 

Semarang yang bebas dari kawasan kumuh 

(0%), hanya Kecamatan Mijen, 

Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, 

Genuk, dan Ngaliyan yang sudah tidak 

memiliki kawasan kumuh (RPJMD Kota 

Semarang Tahun 2021-2026). Artinya, 

beberapa kecamatan lainnya belum 

mencapai target 0% kawasan kumuh salah 

satunya Kecamatan Semarang Utara.   

Pada tahun 2020-2022, pelaksanaan 

KOTAKU kembali dilakukan di Kota 

Semarang dengan adanya pembentukan 

Pokja KOTAKU (Joanne Endamia Ameita 

Purba, 2021). Tahun 2021, Walikota 

Semarang memperbaharui kembali SK 
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Kumuh dengan mengeluarkan SK Walikota 

Semarang Nomor 050/275/2021 tentang 

Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan 

dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang 

sebagai acuan dalam pelaksanaan Program 

KOTAKU. Dari SK tersebut, Kecamatan 

Semarang Utara menjadi salah satu daerah 

prioritas yang perlu penanganan kawasan 

permukiman kumuh. Jika dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya, Kecamatan 

Semarang Utara memiliki kawasan kumuh 

terluas dan masuk kategori kumuh berat 

(Perkim,id, 2020). Pada tahun 2018, dari 

120,91 ha kawasan kumuh di Kota 

Semarang, 111,91 ha berada di Kecamatan 

Semarang Utara, yang merupakan 92,56% 

dari semua permukiman kumuh di Kota 

Semarang (Seruntiningrum, 2022).  

Pemugaran kawasan permukiman 

kumuh dilaksanakan di lima delineasi 

kumuh di Semarang Utara yaitu Kuningan, 

Dadapsari, Bandarharjo, Panggung Kidul 

dan Tanjung Mas (Rosellasari & Subowo, 

2019). Berikut disajikan data luasan 

permukiman kumuh di Semarang Utara: 

Tabel 1. 1 Luas Perumahan dan 

Permukiman Kumuh di Kecamatan 

Semarang Utara 

Kelurahan Luas (ha) 

Bandarharjo 33,44 

Kuningan 23,09 

Dadapsari 27,24 

Panggung Kidul 26,00 

Tanjung Mas 37,24 

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-

2026  

Kawasan permukiman kumuh di 

Kecamatan Semarang tersebar di 10 titik 

yaitu, Tanjung mas memiliki dua titik 

berada di kawasan Kebonharjo dan Tambak 

Lorok. Kelurahan Bandarharho memiliki 

kawasan permukiman kumuh sebanyak dua 

titik yang terbagi linier mengikuti alur jalan 

dan berpola terpusat dan mengelompok. 

Kemudian, Kelurahan Kuningan terdiri dari 

dua titik kawasan. Kelurahan Dadapsari 

terdiri dari satu titik. Kemudian Kelurahan 

Panggung Kidul satu titik (Aspin & Nafsi, 

2021). 

Semenjak dilanjutnya program 

KOTAKU di tahun 2020, persebaran 

kawasan kumuh di Kota Semarang dan juga 

di Semarang Utara mengalami penurunan, 

tetapi belum sepenuhnya tuntas tertangani, 

dibuktikan dengan data terbaru persebaran 

kawasan kumuh yang ditetapkan dengan 

adanya SK Walikota No. 050/275 Tahun 

2021 Penetapan Lokasi Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman Kumuh di 

Kota Semarang, kawasan permukiman 

kumuh Kota Semarang ditetapkan sebesar 

431,54 Ha yang tersebar di 45 kelurahan. 

Pada penelitian ini, ada lima kelurahan di 

Kecamatan Semarang Utara yang akan 

dianalisis yaitu kelurahan deliniasi kawasan 

kumuh yang terdiri dari Kelurahan 

Bandarharjo, Tanjung Mas, Kuningan, 

Dadapsari, dan Panggung Kidul. Berikut 
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data sesuai SK terbaru di lima kelurahan 

tersebut:  

Tabel 1. 2 Luas Kawasan Permukiman 

Kumuh Lima Kelurahan Deliniasi 

Lokasi Luas (Ha) 

Bandarharjo 4,26 

Dadapsari 25,32 

Kuningan 14,10 

Panggung Kidul 5,47 

Tanjung Mas 17,34 

Sumber: Surat Keputusan Walikota Nomor 

050/275 Kota Semarang Tahun 2021  

 Berdasarkan data yang disajikan 

dalam tabel bisa dilihat bahwa luasan 

kawasan kumuh di Kecamatan Utara 

mengalami penurunan dari SK tahun 2014. 

Namun, belum tuntas secara keseluruhan 

sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 

0% kawasan kumuh.  

Kawasan kumuh di Kecamatan 

Semarang Utara tersebar di beberapa 

kelurahan seperti Tanjung Mas, 

Bandarharjo, dan Kuningan. Di Tanjung 

Mas, kawasan kumuh berbentuk memusat 

dan mengelompok di sekitar pasar dengan 

berbagai industri, pelabuhan, dan stasiun 

kereta api. Kawasan ini terbentuk akibat 

pembangunan bangunan warga di lahan 

kosong Kebonharjo dan Tambaklorok, baik 

secara legal maupun ilegal (Aspin & Nafsi, 

2021). Sementara itu, di Bandarharjo, 

kawasan kumuh tersebar di dua lokasi 

dengan pola permukiman terpusat yang 

mengelompok di sekitar pasar dan industri. 

Kawasan ini juga menghadapi masalah 

sanitasi yang serius, dengan tingginya 

kasus diare akibat penggunaan air minum 

dari sumur artesis (Satwika et al., 2021). 

Berbagai tantangan masih dihadapi 

oleh kelurahan-kelurahan di Semarang 

Utara. Dadapsari masih mengalami banjir 

karena tingkat kelerengan yang rendah, 

dengan 241 KK belum terlayani akses air 

bersih yang layak (Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Pencegahan Dan Peningkatan 

Kualitas Perumahann Kumuh Dan 

Permukiman Tahun 2022-2026). Di 

Tanjung Mas, terdapat 17,34 ha kawasan 

kumuh yang dipengaruhi oleh faktor area 

yang berada di dataran rendah dan dekat 

dengan pesisir, mengakibatkan penurunan 

tanah dan genangan air rob (RPJMD Kota 

Semarang 2021-2026). Pada tahun 2024, 

sebanyak 400 rumah di Kelurahan Tanjung 

Mas mengajukan bantuan RTLH ke 

pemerintah pusat dan swasta (Iman 2024). 

Di Kuningan, masih terdapat 130 KK yang 

tidak terlayani air bersih dan 14,10 ha 

luasan kumuh (Perwal Semarang No. 19 

Tahun 2023). 

Implementasi program KOTAKU di 

Semarang Utara belum sepenuhnya 

berhasil menuntaskan masalah kawasan 

permukiman kumuh. Penelitian Sahara et 

al., (2023) menemukan bahwa pelaksanaan 

program KOTAKU masih belum optimal 

karena berbagai kendala, termasuk 

pengerjaan yang tidak sesuai jadwal dan 
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kesulitan BKM dalam mengontrol 

pemanfaatan pembangunan. Masalah lain 

yang ditemukan meliputi pengelolaan 

informasi yang kurang baik, legitimasi 

pemilihan anggota BKM yang belum tepat, 

kurangnya partisipasi BKM/LKM, serta 

kolaborasi yang belum optimal antara 

BKM/KSM dengan masyarakat dan 

organisasi non-pemerintah (Perwal 

Semarang No. 19 Tahun 2023). 

Berangkat dari berbagai 

permasalahan di atas, penulis hendak 

melakukan penelitian untuk menganalisis 

lebih mendalam faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasi program 

KOTAKU sehingga masih belum bisa 

mencapai target 0% kumuh dan belum 

tuntasnya masalah permukiman kumuh di 

Semarang Utara.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

berikut rumusan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Apakah komunikasi secara parsial 

terhadap implementasi program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang 

Utara? 

2. Apakah sumber daya berpengaruh 

secara parsial terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara? 

3. Apakah disposisi secara parsial 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara? 

4. Apakah struktur birokrasi secara parsial 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara? 

5. Apakah dukungan masyarakat secara 

parsial berpengaruh terhadap 

implementasi program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara? 

6. Apakah komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi dan 

dukungan masyarakat secara simultan 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara? 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H1:Komunikasi secara parsial berpengaruh 

terhadap implementasi program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang 

Utara 

H2:Sumber daya secara parsial 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara  

H3:Disposisi secara parsial berpengaruh 

terhadap implementasi program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang 

Utara  

H4:Struktur birokrasi secara parsial 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara  

H5:Dukungan masyarakat secara parsial 

berpengaruh terhadap implementasi 
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program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara. 

H6:Komunikasi, sumber daya, disposisi, 

struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat secara simultan 

berpengaruh terhadap implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

explanatory research dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif untuk menganalisis 

pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). Populasi penelitian 

melibatkan 83 orang implementor program 

KOTAKU di lima kelurahan di Kecamatan 

Semarang Utara, dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh dimana seluruh 

populasi dijadikan sampel. Pengumpulan 

data dilakukan melalui kuesioner, 

wawancara, studi pustaka, dan 

dokumentasi, dengan menggunakan skala 

Likert sebagai alat ukur. Analisis data 

menggunakan metode Structural Equation 

Modelling - Partial Least Squares (SEM-

PLS) dengan bantuan SmartPLS versi 4, 

yang terdiri dari analisis outer model untuk 

menguji validitas dan reliabilitas, serta 

inner model. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan melihat nilai t-statistic dan p-values 

pada Path coefficient, menggunakan teknik 

bootstrapping dengan tingkat signifikansi 

5% dimana nilai t-statistik yang valid harus 

melebihi 1.96 dan p-value harus kurang 

dari 0.05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasi yaitu faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi, 

struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat. Baik secara parsial dan juga 

simultan (bersama). Serangkaian pengujian 

statistik yang dilakukan mulai dengan 

analisis nilai F-square/Effect size 

(mengukur besar pengaruh parsial), 

kemudian analisis nilai R-Square 

(mengukur besar pengaruh simultan/ 

bersama) serta dilanjutkan dengan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan 

menggunakan SmartPLS 4.0 dengan 

menganalisis nilai t-statistic dan p-values 

pada Path coefficient, menggunakan teknik 

bootstrapping dengan 5000 subsamples dan 

pendekatan two tailed karena arah hipotesis 

belum diketahui. Dengan tingkat 

signifikansi 5% atau 0.05, penelitian ini 

menggunakan nilai t-statistik 1.96 sebagai 

ambang batas validitas, dimana suatu 

indikator dianggap valid jika nilai t-statistik 

melebihi 1.96. Kriteria signifikansi 

ditentukan melalui p-value, dengan nilai 

kurang dari 0.05 menunjukkan signifikansi 

dan nilai lebih dari 0.05 menandakan 

ketidaksignifikanan dalam pengujian yang 

dilakukan. 
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Gambar 3.1 PLS-SEM Model 

Sumber: Data Primer diolah dengan 

SmartPLS, 2024 

Berikut hasil uji Effect Size (F-Square): 

F-square adalah uji untuk menilai 

seberapa besar pengaruh antar variabel 

bebas dan veriabel terikat. Menurut Hair et 

al. (2017), penilaian f-squre dibagi tiga 

yaitu: bernilai yakni <0,02 berarti pengaruh 

rendah, 0,02-0,15 berarti pengaruh 

moderat/ sedang, 0,151-0,35 diartikan 

pengaruh tinggi. Berikut adalah nilai f-

square variabel penelitian ini: 

Tabel 3. 1 Nilai F-Square 

 Implementasi 

Komunikasi 0.089 

Sumber Daya 0.498 

Disposisi 0.104 

Struktur Birokrasi 0.067 

Dukungan Masyarakat 0.108 

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pengaruh variabel komunikasi 

terhadap implementasi bernilai f-

square sebesar 0,089 yang berarti 

berpengaruh sedang (moderat).  

2. Pengaruh variabel sumber daya 

terhadap implementasi bernilai f-

square sebesar 0.498 yang berarti 

berpengaruh besar/kuat.  

3. Pengaruh variabel disposisi terhadap 

implementasi bernilai f-square 

sebesar 0.104 yang berarti 

berpengaruh sedang (moderat). 

4. Pengaruh variabel struktur birokrasi 

terhadap implementasi bernilai f-

square sebanyak 0.067 yang berarti 

berpengaruh sedang (moderat). 

5. Pengaruh variabel dukungan 

masyarakat terhadap implementasi 

bernilai f-square sebanyak 0.108 yang 

berarti berpengaruh sedang 

(moderat). 

Berikutnya, hasil uji Koefisien Determinasi 

(R2 /R-Square): 

Tabel 3. 2 Nilai R-Square 

 
R-

squar

e 

R-square 

adjusted 

Implementas

i  
0.702 0.682 

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2024 

Nilai R-Square pada variabel 

implementasi sebesar 0,702. Artinya, 

variabel X yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat secara simultan/bersama-sama 

berpengaruh terhadap Y (implementasi) 

sebesar 0,702 atau sebesar 70,2%. Karena 

nilai R-square kurang dari 0,75 dan lebih 

dari 0,50 maka dapat dikategorikan ke 
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dalam kategori "sedang/moderat" (Hair et 

al., 2017). Dari angka tersebut dapat 

diartikan bahwa variabel implementasi 

dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat sebesar 72,5% dan sisanya 

(100% - 72,5% = 29,8%) dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar penelitian. 

Berikutnya, penjabaran hasil uji 

hipotesis akan disajikan lebih jelas dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3. 3 Uji Hipotesis (metode 

bootsrapping) 

  
Path 

Coefficient 

T-

statistic 

P-

values 

 

Kesimpulan 

Komunikasi → 

Implementasi 
-0.279 2.012 0.044* H1 Diterima 

Sumber Daya 

→Implementasi 
0.672 4.272 0.000* H2 Diterima 

Disposisi→ 

Implementasi 
0.364 2.557 0.011* H3 Diterima 

Struktur 

Birokrasi → 

Implementasi 

-0.252 2.190 0.029* H4 Diterima 

Dukungan 

Masyarakat→ 

Implementasi 

0.314 2.734 0.006* H5 Diterima 

Sumber: Data Primer diolah dengan 

SamrtPLS, 2024 

    Keterangan: 

     *      : P-Value <0.05 

     **    : P-Value >0.05 

             : Pengaruh Paling Signifikan  

Pengaruh Komunikasi Terhadap 

Implementasi Program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara 

Komunikasi dalam proses 

implementasi kebijakan sangat penting 

karena lewat proses komunikasi, informasi 

bisa disampaikan kepada pelaksana agar 

mereka mengetahui apa saja yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan untuk 

menjalankan dan melaksanakan kebijakan 

agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

(Edward III dalam Widodo, 2010). Pada 

analisis ini, komunikasi menggambarkan 

proses penyampaian informasi dan 

penerimaan informasi yang terjadi selama 

pelaksanaan program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara. 

Secara keseluruhan, komunikasi 

dalam implementasi program KOTAKU di 

Semarang Utara dinilai baik oleh 83 

responden, dengan nilai mean 3,36. 

Informasi disampaikan tepat waktu melalui 

WA group, selebaran kertas, dan dokumen 

SOP, serta sosialisasi dan pelatihan. 

Namun, beberapa responden memberikan 

nilai rendah pada item KM6 dan KM7 

karena informasi yang diterima terkadang 

berbeda antara pelaksana, memerlukan 

konfirmasi ulang. Oleh karena itu, 

meskipun komunikasi sudah baik, 

perbaikan tetap diperlukan pada item-item 

tertentu agar informasi konsisten dan 

seragam di antara pelaksana.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis di 

tabel 3.24, dapat diketahui bahwa nilai Path 

coefficient komunikasi (X1) terhadap 

implementasi (Y) memiliki arah hubungan 

negatif dengan nilai -0.279. Arti dari arah 

hubungan ini adalah ketika komunikasi 

memperoleh nilai yang tinggi, 
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implementasi justru memperoleh penilaian 

yang rendah. Pada kasus implementasi 

program KOTAKU di Semarang Utara, 

variabel komunikasi ditemukan tidak 

memberikan efek secara positif terhadap 

implementasi program KOTAKU 

melainkan memberikan arah pengaruh yang 

negatif. Kemudian, berdasarkan nilai skor 

t-statistic memiliki nilai 2.012> skor t tabel 

yaitu 1,96 dan p-values dengan skor 0.044< 

angka signifikan yaitu 0,05. Maka pada 

penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara komunikasi terhadap 

implementasi meskipun efek yang 

diberikan bukan searah dengan besar 

pengaruh yaitu 0,089 (kategori sedang). 

Namun, sesuai dengan hipotesis dan 

kriteria yang digunakan dalam menguji 

hipotesis, komunikasi memiliki pengaruh 

terhadap implementasi program KOTAKU 

dan H1 diterima. 

Penemuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa komunikasi tidak 

memberikan pengaruh secara positif 

terhadap peningkatan implementasi 

program KOTAKU, melainkan ketika 

komunikasi beroleh penilaian yang baik 

dari responden, nilai pada implementasi 

justru lebih rendah. Sederhananya, dapat 

diartikan juga bahwa komunikasi sudah 

baik tetapi implementasi masih belum 

optimal. Kemudian setelah dilakukan 

analisis, nilai mean variabel komunikasi 

adalah senilai 3,36 sementara nilai mean 

dari variabel implementasi 3,13. Yang 

artinya, komunikasi dalam implementasi 

program KOTAKU sudah dinilai baik oleh 

responden, tetapi untuk implementasi, nilai 

mean-nya justru lebih rendah yaitu hanya 

3,13. Hal ini, dibuktikan dengan adanya 

item pada variabel implementasi yang 

mendapat nilai yang rendah dari responden 

yaitu item IP3, IP4 dan IP7 dengan mean 

tiap item yaitu hanya mendapat 2,89, 2,93 

dan 3,05. 

Hasil temuan ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh  Rubianti et al., (2020). 

Penelitian yang dilakukan mereka adalah 

menganalisis implementasi program 

KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. 

Temuannya yaitu ditemukan bahwa 

implementasi program KOTAKU di desa 

tersebut belum sepenuhnya berhasil 

meskipun dari segi faktor komunikasi 

sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut 

terjadi karena pada implementasi program 

KOTAKU ditemukan masalah seperti peran 

aktor yang belum optimal, prosedur 

pelaksanaan yang rumit dan juga sumber 

dana yang masih belum bisa mengatasi 

semua permasalahan kumuh di Desa 

Sokaraja Kidul. 

Pengaruh Sumber Daya terhadap 

Implementasi Program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara 

Sumber daya merujuk pada berbagai 

hal yang diperlukan untuk menjalakan 
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suatu kegiatan/program meliputi sumber 

daya manusia, anggaran, peralatan/fasilitas 

dan kewenangan. Menurut Edward III 

dalam Widodo (2010), sumber daya 

menjadi salah faktor yang penting dalam 

implementasi. 

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi 

jawaban dari 83 responden menunjukkan 

bahwa ketersediaan sumber daya dalam 

implementasi program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara dinilai cukup 

baik dengan nilai mean 3,30. Namun, 

beberapa responden memberikan nilai 

rendah pada item SD1 dan SD4. Pada item 

SD1, 6 responden merasa ketersediaan staf 

belum mencukupi karena pernah 

kekurangan staf dalam beberapa kegiatan. 

Sedangkan pada item SD4, 3 responden 

menilai dana belum cukup karena masih 

banyak permukiman kumuh yang belum 

ditangani dan rumah tidak layak huni yang 

perlu diperbaiki. 

Berdasarkan tabel uji hipotesis, dapat 

diketahui bahwa nilai Path coefficient 

sumber daya (X2) terhadap implementasi 

(Y) memiliki arah hubungan positif dengan 

nilai 0.672. Skor t-statistics memiliki nilai 

4.272> skor t-tabel yaitu 1,96 dan p-values 

dengan skor 0.000< angka signifikan yaitu 

0,05. Besaran pengaruh parsial sumber 

daya terhadap implementasi yaitu sebesar 

0,498 (kategori kuat). Maka pada penelitian 

ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

sumber daya dan signifikan terhadap 

implementasi dan H2 diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

temuan penelitian terdahulu yaitu yang 

dilakukan oleh Arifman Zebua, dkk (2023). 

Menyebutkan bahwa sumber daya secara 

parsial memiliki pengaruh terhadap 

implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai 

(Zebua & Roni Ekha Putera, 2023). 

Penelitian ini menunjukkan keselarasan 

dengan temuan penelitian terdahulu yang 

menggunakan teori Edward III dalam 

menganalisis pengaruh faktor-faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi terhadap implementasi 

kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Sonny Warouw tentang 

implementasi kebijakan penanggulangan 

bencana banjir di Kota Medan tahun 2020, 

yang memperoleh nilai p-value = 0,0001 

untuk pengaruh sumber daya terhadap 

implementasi kebijakan (Fransiari et al., 

2021). Kedua penelitian sama-sama 

membuktikan bahwa sumber daya menjadi 

variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi kebijakan, dalam 

konteks penelitian ini khususnya pada 

implementasi program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara. 

Pengaruh Disposisi Terhadap 

Implementasi Program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara 
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 Disposisi dalam implementasi 

kebijakan merujuk pada sikap para 

pelaksana yang terdiri dari kemauan, 

keinginan dan kecenderungan secara 

sungguh-sungguh dalam 

mengimplementasikan program KOTAKU. 

Edward III dalam Widodo (2010) 

menyebutkan bahwa disposisi menjadi 

salah faktor yang berperan penting dalam 

implementasi kebijakan.                       

 Berdasarkan rekapitulasi dan 

kategorisasi jawaban dari kuesioner yang 

disebarkan kepada 83 responden, secara 

keseluruhan responden menilai bahwa 

variabel disposisi pada implementasi 

program KOTAKU di Semarang Utara 

cukup baik, dengan nilai mean tertinggi 

sebesar 3,38. Mayoritas responden 

mencatat tingginya keinginan pelaksana 

untuk berpartisipasi dan komitmen untuk 

mencapai tujuan program didukung dengan 

adanya slogan-slogan motivasi seperti "Ayo 

bangun Bandarharjo" dan semangat untuk 

mengatasi masalah kumuh. amun, beberapa 

responden memberikan nilai rendah pada 

item DP5 (nilai mean 3,36) karena 

ketidakbersediaan masyarakat memberikan 

area depan rumah untuk aktivitas 

pembangunan fisik.   

 Berdasarkan tabel uji hipotesis, dapat 

diketahui bahwa nilai Path coefficient 

disposisi (X3) tehadap implementasi (Y) 

memiliki arah hubungan positif dengan 

nilai 0.364. Skor t-statistics memiliki nilai 

2.557> skor t-tabel yaitu 1,96 dan p-values 

dengan skor 0.011< angka signifikan yaitu 

0,05. Besaran pengaruh parsial dari 

disposisi terhadap implementasi KOTAKU 

yaitu sebesar 0,104 (kategori sedang). 

Maka pada penelitian ini membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh disposisi terhadap 

implementasi dan H3 diterima. 

 Hasil penelitian yang menemukan 

adanya pengaruh disposisi terhadap 

implementasi sejalan dengan beberapa 

penelitian terdahulu. Fransiari et al. (2021) 

dalam penelitiannya tentang implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir 

di Masyarakat Kota Medan menemukan 

bahwa disposisi memberikan pengaruh 

signifikan terhadap implementasi dengan 

nilai p-value 0,0001. Demikian pula dengan 

penelitian Juhairiyah et al. (2023) yang 

meneliti implementasi penelusuran kontak 

erat covid-19 di Kabupaten Banjar, juga 

menemukan bahwa disposisi memiliki 

pengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Meskipun ketiga penelitian memiliki objek 

kajian yang berbeda, ketiganya 

menggunakan teori Edward III dan 

menghasilkan temuan yang sama yaitu 

disposisi berpengaruh positif terhadap 

implementasi kebijakan, termasuk dalam 

konteks program KOTAKU di Semarang 

Utara yang menjadi fokus penelitian ini. 

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap 

Implementasi Program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara 
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 Struktur birokrasi adalah salah satu 

faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 

persiapan yang tepat dan benar sangat 

diperlukan (Edward III dalam (Nugroho, 

2009). Dalam implementasi kebijakan, 

terdapat dua elemen penting dalam struktur 

birokrasi: pertama, adanya standar 

operasional prosedur (SOP) yang dibuat 

untuk menjelaskan pedoman tindakan dan 

aturan dalam pelaksanaan program. Kedua, 

fragmentasi atau pelimpahan tanggung 

jawab kegiatan kepada para anggota BKM 

dan pelaksana program KOTAKU. 

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi 

jawaban yang didapat dari kuesioner yang 

sudah disebarkan kepada 83 responden, 

secara keseluruhan responden menilai 

bahwa variabel struktur birokrasi dalam 

implementasi KOTAKU di Semarang Utara 

sudah cukup baik, dibuktikan dengan 

perolehan nilai mean variabel sebesar 3,33. 

Sebagian besar responden memberikan 

berbagai alasan atas penilaian yang 

diberikan pada variabel struktur birokrasi. 

Responden menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan program KOTAKU sudah 

tersedia SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang lengkap, jelas dan mudah 

dipahami oleh pelaksana program 

KOTAKU. Keberadaan SOP ini menurut 

pelaksana penting sebagai dasar dan 

panduan yang digunakan agar pelaksanaan 

program KOTAKU berjalan dengan aturan 

dan standar yang ada. Selain itu, 

implementasi program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara juga sudah 

sesuai dengan SOP yang disediakan. Setiap 

pelaksanaan kegiatan dilakukan 

berlandaskan dengan SOP yang ada agar 

tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab dari pelaksana 

program KOTAKU. Selama pelaksanaan 

ada juga monitoring langsung dari 

fasilitator kelurahan untuk memastikan 

pelaksanaan sesuai dengan SOP dan aturan 

yang berlaku (Wawancara dengan Ketua 

BKM Bandarharjo). Selanjutnya, berkaitan 

dengan pembagian tugas dan tanggung 

jawab dinilai sudah baik oleh para 

responden, karena tugas dan tanggung 

jawab sudah diberitahukan dengan jelas 

dan diberi penjelasan di awal sebelum 

kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan 

penjabaran tersebut, bisa disimpulkan 

bahwa struktur birokrasi meliputi 

ketersediaan SOP, dan fragmentasi 

(pembagian tugas dan tanggung jawab) 

kepada pelaksana program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara sudah berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan tabel hipotesis, dapat 

diketahui bahwa nilai Path coefficient 

struktur birokrasi (X4) terhadap 

implementasi (Y) memiliki arah hubungan 

negatif dengan nilai -0.252. Skor t-statistics 

memiliki nilai 2.190> skor t-tabel yaitu 

1,96 dan p-values dengan skor 0.029< 
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angka signifikan yaitu 0,05. Besara 

pengaruh parsial struktur birokrasi terhadap 

implementasi KOTAKU yaitu sebesar 

0,067 (kategori sedang). Maka pada 

penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh struktur birokrasi terhadap 

implementasi dan H4 diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur birokrasi (X4) memiliki hubungan 

negatif terhadap implementasi (Y) dengan 

nilai path coefficient sebesar -0.252. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa 

meskipun struktur birokrasi memperoleh 

penilaian baik dari responden dengan nilai 

mean 3,33, implementasi program 

KOTAKU justru mendapat nilai mean yang 

lebih rendah yaitu 3,13. Hal ini terutama 

tercermin pada rendahnya nilai beberapa 

item implementasi seperti IP3, IP4, dan IP7 

yang hanya mencapai mean 2,89, 2,93, dan 

3,05. Berdasarkan keterangan Ketua BKM 

Tanjung Mas, beberapa faktor penyebabnya 

adalah pandemi COVID-19 yang 

menghambat pelaksanaan program dan 

mengakibatkan mundurnya target waktu 

yang diharapkan dan keterbatasan sumber 

daya dalam pelaksanaan program. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Andreal Taqwa and Dadang Mashur (2024) 

yang menemukan bahwa meskipun struktur 

birokrasi berjalan baik dalam implementasi 

program KOTAKU di Desa Babussalam 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu, implementasi program tetap tidak 

berjalan optimal karena adanya faktor 

eksternal. Demikian pula dalam konteks 

Kecamatan Semarang Utara, meski struktur 

birokrasi mendapat penilaian baik dari 

responden, implementasi program 

KOTAKU belum maksimal dalam 

mengatasi masalah permukiman kumuh di 

wilayah tersebut. 

Pengaruh Dukungan Masyarakat 

terhadap Implementasi Program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang 

Utara 

Dukungan masyarakat sebagai 

variabel (X5) dalam penelitian ini merujuk 

pada bentuk keterlibatan masyarakat lewat 

dukungan fisik dan non-fisik dalam proses 

pelaksanaan program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara. Dukungan 

masyarakat menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi implementasi sesuai dengan 

teori dari Jan Merse yang mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasi yaitu informasi, isi kebijakan, 

dukungan masyarakat (fisik dan non-fisik) 

dan pembagian potensi. Faktor dukungan 

masyarakat yang dimaksud dalam model 

implementasi dari Jan Merse merujuk pada 

dukungan masyarakat lewat partisipasi 

masyarakat sebagai salah satu stakeholder 

dalam proses pelaksanaan program. 

Adapun pertimbangan yang penulis 

lakukan dalam menambahkan faktor 

dukungan masyarakat dalam analisis faktor 

yang memengaruhi implementasi program 
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KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara 

adalah berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi 

dari masyarakat menjadi salah satu faktor 

yang banyak menyebabkan kurang 

optimalnya pelaksanaan program 

KOTAKU di beberapa daerah. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ramandei 

& Nawipa, (2023) yang menemukan 

pelaksanaan program KOTAKU di 

Kelurahan Hamadi belum maksimal 

dikarenakan rendahnya partisipasi 

masyarakat.  

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi 

jawaban yang diperoleh dari kuesioner 

yang sudah disebarkan kepada 83 

responden, menunjukkan bahwa responden 

menilai dukungan masyarakat dalam 

implementasi program KOTAKU sudah 

cukup baik dengan nilai mean 3,32. 

Responden menilai adanya peningkatan 

jumlah masyarakat yang bergabung dalam 

komunitas seperti BKM dan KSM, serta 

antusiasme masyarakat dalam kegiatan 

fisik yang juga memberikan tambahan 

pendapatan. Namun, masih ada masyarakat 

yang kurang percaya dan tidak sepenuhnya 

mendukung pelaksanaan program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. 

Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga 

terkadang masyarakat yang hadir tidak 

banyak, sementara sosialisasi juga 

diperuntukkan untuk masyarakat sekitar 

bukan hanya pada pelaksana agar 

memahami cara memelihara infrastruktur 

yang dibangun dalam program KOTAKU.  

Berdasarkan tabel hipotesis, dapat 

diketahui bahwa berdasarkan nilai Path 

coefficient, dukungan masyarakat (X5) 

terhadap implementasi (Y) memiliki arah 

hubungan positif dengan nilai 0.314. 

Artinya, semakin tinggi dukungan 

masyarakat semakin baik juga 

implementasi program KOTAKU. 

Kemudian dari hasil uji juga diperoleh nilai 

skor t-statistics memiliki nilai 2.734> skor 

t-tabel yaitu >1,96 dan p-values dengan 

skor 0.006< angka signifikan yaitu 0,05. 

Besaran pengaruh parsial dari dukungan 

masyarakat terhadap implementasi 

program KOTAKU yaitu sebesar 0,108 

(kategori sedang). Maka pada penelitian ini 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

dukungan masyarakat dan signifikan 

terhadap implementasi, dan H5 diterima. 

Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya yaitu yang 

dilakukan menunjukkan penemuan yang 

sama.  Penelitian (Delyus & Dian Kurnia 

Anggreta, 2023) salah satunya yang 

membahas tentang partisipasi masyarakat 

dalam program KOTAKU di Pasar Pandan 

Air Mati, Kota Solok. Temuannya 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan sangat dibutuhkan 

mulai dari perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan keterlibatan dalam 

pelaksanaan dan kegiatan fisik dari 
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program KOTAKU. Masyarakat juga harus 

dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi/rapat 

serta menyumbang gagasan atau ide. Hasil 

penelitian ini, mendukung argumen dan 

temuan penulis terkait dukungan 

masyarakat memiliki pengaruh terhadap 

implementasi program KOTAKU. 

Sehingga, harapannya dukungan 

masyarakat lebih maksimal lagi untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan program 

KOTAKU dan program-program dari 

pemerintah dalam mengatasi masalah 

permukiman kumuh di Kecamatan 

Semarang Utara. 

Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi, Struktur Birokrasi dan 

Dukungan Masyarakat Terhadap 

Implementasi Program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara 

 Pada penelitian ini, selain analisis 

secara parsial dari lima variabel, dilakukan 

juga uji dan analisis dari kelima variabel X 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

struktur birokrasi, dan dukungan 

masyarakat terhadap variabel Y yaitu 

implementasi program KOTAKU di 

Kecamatan Semarang Utara. Kerangka 

analisis yang digunakan mengintegrasikan 

model implementasi Edward III dan 

menambahkan faktor partisipasi 

masyarakat dari teori Jan Merse. Kelima 

variabel tersebut secara teori disebutkan 

sebagai faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasi. Sehingga pada penelitian ini, 

dilakukan analisis dan uji pengaruh dari 

lima variabel X terhadap Y secara 

simultan/bersama-sama 

 Untuk melihat pengaruh secara 

simultan dari variabel X1+X2+X3+X4+X5 

terhadap Y, dapat diketahui dari nilai R-

square. Dalam hal ini, nilai R-square akan 

dianalisis dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SmartPLS. Hasil yang diperoleh 

yaitu bahwa nilai R-Square variabel 

implementasi sebesar 0,702. Artinya, 

variabel X (Komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat) secara simultan/bersama-sama 

berpengaruh terhadap Y (implementasi) 

sebesar 0,702 atau sebesar 70,2%. Karena 

nilai R-square kurang dari 0,75 dan lebih 

dari 0,50 maka dapat dikategorikan ke 

dalam kategori "sedang/moderat". Dari 

angka tersebut dapat diartikan bahwa 

variabel implementasi dipengaruhi oleh 

komunikasi, sumber daya, disposisi, 

struktur birokrasi dan dukungan 

masyarakat sebesar 72,5% dan sisanya 

(100% - 72,5% = 29,8%) dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar penelitian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan dari peneliti sebelumnya yaitu yang 

dilakukan oleh Rosyanti, Retnowati, and 

Habibullah (2022). Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian terkait 

“Implementasi Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari 

Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
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Tegal Tahun 2017–2019”. Temuannya 

memperoleh hasil bahwa sesuai dengan 

teori Edward III, faktor-faktor dari 

implementasi yang terdiri dari komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi memiliki pengaruh dalam 

mencapai keberhasilan implementasi 

program KOTAKU di Desa Harjosari. 

Namun, ada hambatan yang ditemukan 

yaitu masih kurangnya pemahaman 

masyarakat dan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal 

ini juga ditemukan oleh penelitian dari 

Vojana, Maulana, and Yulianti (2022) yang 

membahas tentang kolaborasi antar aktor 

dalam pelaksanaan program KOTAKU di 

Kota Serang. Hasil penelitian menemukan 

adanya masalah yang mempengaruhi 

pelaksanaan program KOTAKU yaitu 

kesadaran dan partisipasi masyarakat yang 

masih kurang dalam pelaksanaan program. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan 

dengan temuan penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh faktor komunikasi, 

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, 

dan dukungan masyarakat terhadap 

implementasi program KOTAKU. Kelima 

variabel tersebut secara bersamaan 

mempengaruhi implementasi program, 

namun sumber daya dan dukungan 

masyarakat memiliki efek terbesar. Oleh 

karena itu, optimalisasi sumber daya dan 

dukungan masyarakat diperlukan untuk 

memastikan keberhasilan program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara 

dalam mengentaskan permukiman kumuh 

dan mencapai target yang diharapkan. 

KESIMPULAN 

 Sesuai dengan tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melakukan analisis faktor-

faktor yang memengaruhi implementasi 

program KOTAKU di Kecamatan 

Semarang Utara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program 

KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara 

belum berhasil mencapai target 100-0-100 

yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan 

kumuh dan 100% sanitasi layak. Sesuai 

dengan hipotesis yang telah disusun, 

ditemukan hasil yaitu:  

1. Komunikasi berpengaruh negatif 

terhadap implementasi, sebesar 0.089.  

2. Sumber daya berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap implementasi, 

sebesar 0.498.  

3. Disposisi berpengaruh positif terhadap 

implementasi, sebesar 0.104.  

4. Struktur birokrasi berpengaruh negatif 

terhadap implementasi, sebesar 0.067.  

5. Dukungan masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

implementasi, sebesar 0.108.  

6. Secara simultan, komunikasi, sumber 

daya, disposisi, struktur birokrasi, dan 

dukungan masyarakat berpengaruh 

terhadap implementasi sebesar 0,702 

atau 70,2%, sisanya (100%-72,5% 
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=29,8%) dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar penelitian. 

Ditemukan beberapa masalah pada faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi: 

1. Komunikasi: Nilai KM6 dan KM9 yang 

berada dibawah mean karena informasi 

yang tidak konsisten dan seragam 

diterima pelaksana 

2. Sumber Daya: Ketersediaan staf, dan 

sumber daya dana yang belum mampu 

mengatasi seluruh masalah kawasan 

permukiman kumuh di Kecamatan 

Semarang Utara. 

3. Disposisi: Nilai item DP5 yang berada 

di bawah nilai mean karena ditemukan 

masalah ketidakpercayaan masyarakat 

dalam memberi lahan dalam kegiatan 

program KOTAKU. 

4. Dukungan Masyarakat: Masih 

rendahnya partisipasi dan kehadiran 

dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan 

pemeliharaan infrastruktur dan  

pengolahan sampah dan limbah. 

5. Implementasi program KOTAKU: 

Masih banyak kawasan kumuh yang 

tersisa di Semarang Utara, rumah tidak 

layak huni, drainase dan akses air yang 

belum merata dan layak digunakan. 

SARAN 

1. Komunikator (Bappeda, Disperkim, 

Fasilitator Kelurahan, dan Pemerintah 

Terkait) harus memastikan bahwa 

informasi yang diterima pelaksana 

program KOTAKU konsisten dan tidak 

berubah dengan menetapkan standar 

komunikasi yang jelas dan terstruktur 

dengan memperhatikan penggunaan 

platform/media komunikasi yang 

terpusat dan terkontrol juga perlu 

diperhatikan untuk memastikan 

keseragaman informasi di antara 

pelaksana. 

2. Peningkatan alokasi dana untuk 

penanganan kawasan permukiman 

kumuh. Responden menunjukkan 

bahwa masih banyak kawasan kumuh 

yang belum terselesaikan karena 

keterbatasan dana. Oleh karena itu, 

alokasi dana harus ditingkatkan untuk 

memastikan kelanjutan program dan 

penuntasan masalah permukiman 

kumuh. 

3. Pemberian pemahaman yang baik 

kepada masyarakat dan menumbuhkan 

kepercayaan publik terhadap kebijakan 

atau program yang dijalankan.  

4. Merancang kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan yang lebih menarik dan 

interaktif, seperti menggunakan metode 

kreatif seperti simulasi edukatif atau 

memberikan reward untuk memacu 

semangat dan ketertarikan masyarakat.  

5. Mengembangkan program lanjutan 

untuk menyelesaikan masalah RTLH, 

drainase dan sanitasi yang belum 

terselesaikan. Program ini harus 

didukung dengan pendanaan yang 
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memadai dan pelaksanaan yang 

terencana dengan baik. 
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